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GAGALNYA DAKWAAN JAKSA








KASUS POSISI:





*	Sonny adalah seorang Dokter yang berdinas di Samarinda sejak Mei 1989.  Diawal kedatangannya di Samarinda, Sonny tinggal sementara di rumah Sofyan, anak rekan bisnis orang tuanya.  Kepada Sofyan, Sonny meminta tolong agar dibantu mengurus KTP baru dari Kelurahan Sungai Pinang Kec.Samarinda Ilir.Kodya Samarinda.  Menurut Sonny KTP itu akan digunakan untuk mengurus pengambilan kredit instrument Kedokteran dari Bank, sebagai syarat melengkapi kredit Profesi.





*	Sofyan bersedia mengurus KTP untuk Sonny, meskipun tanpa surat pindah resmi dari Ujung Pandang.  Untuk keterangan yang ada di KTP Sonny yang baru maka, Sofyan mengisinya sama dengan KTP lama dari Ujung Pandang.  Status pernikahan Sonny misalnya, Sofyan mengisinya “belum kawin”, karena di KTP lama dikosongkan, padahal Sonny, pernah mencatatkan diri telah menikah di Kantor Pencatatan Sipil Ujung Pandang, dengan Mirajati, teman kuliahnya, di Fakultas kedokteran UNHAS, Ujung Pandang.  Menurut Sonny, pencatatan itu hanya pengesahan pertunangan saja, mengingat tidak adanya pesta pernikahan dan pemberkatan Gereja.  Meskipun demikian Sonny memiliki Akte Nikah No. 214/B/CS/1987 yang berisi pencatatan pernikahannya dengan wanita Mirajati.





*	Setelah mendapatkan KTP baru, Sonny pergi ke Jakarta.  Sepulangnya dari Jakarta, Sonny tidak lagi tinggal di rumah Sofyan, melainkan tinggal di Jl. Biawan Samarinda bersama Lusiana, mantan mahasiswi ASMI Ujung Pandang, yang dinikahinya di Samarinda.





*	Urusan pernikahan Sonny dengan Lusiana berlangsung dengan lancar meskipun Sonny mempunyai Akte Perkawinan No. 214/BC/S/1987 dari Ujung Pandang dari Pernikahannya dengan Mirajati.  Ini memungkinkan karena KTP baru Sonny menyatakan “belum kawin”.  Pernyataan itu pula yang diberikan Sonny pada Lusiana dan Pegawai Kantor Catatan Sipil Samarinda, yang harus mengisi blangko model 11 sebagai syarat memperoleh Akte Perkawinan dengan Lusiana.  Status Sonny belum menikah ini dipercaya oleh Lusiana.





*	Sesudah menikah dengan Lusiana; maka Sonny mengisi kartu keluarga dan Daftar Keluarga untuk tempat dinasnya, berdasarkan Akte Perkawinannya dengan Lusiana (no. 29/1989).





*	Suatu ketika, bisa jadi karena merasa diterlantarkan, maka Mirajati yang telah pula menjadi Dokter, menemui Lusiana di Samarinda.  Mirajati mengatakan pada Lusiana bahwa ia adalah istri sah dari Sonny keadaan ini tidak dipercaya, karena ia mengenal Sonny, sejak masih bujang, sewaktu masih mahasiswa.  Dan ketika ditanyakan pada Sonny tentang Mirajati, ia menjawab, bahwa Mirajati hanyalah mantan pacarnya dulu.





*	Oleh karena kesal diterlantarkan oleh Sonny maka, Mirajati melaporkan perlakuan “suaminya” kepada pihak Kepolisian Samarinda.





*	Pihak Kepolisian Samarinda setempat mengusut pengaduan Mirajati  dan menjadikan Sonny sebagai Terdakwa dalam kasus tersebut.  Jaksa mendakwa Sonny melakukan perbuatan “Poligami” dan perbuatan pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte perkawinan” yaitu :





KESATU :	Pasal 279 ayat ke 1 KUHP


	“… mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinannya yang telah ada menjadikan penghalang yang syah untuk itu …”





KEDUA   :	Primair: Pasal 266 ayat (1) KUHP


	“….  menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu,…”





KEDUA   :	Subsidair : Pasal 263 ayat (1) KUHP


	“… membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,…”





KEDUA lebih Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUHP


	“… sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,…”





*	Jaksa Penuntut Umum dalam Requistoirnya, menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana “Bigamic” sebagai dalam dakwaan ke satu, dan “menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam Akte Perkawinan” seperti dalam dakwaan kedua Primair.  Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dipidana penjara selama satu tahun dikurangi masa tahanan.  Menyatakan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 500,-











PENGADILAN NEGERI :





-	Hakim pertama yang  memeriksa atau mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :


	Tentang dakwaan ke satu : pasal 279 ayat ke 1 KUHP mengandung unsur-unsur :


	1. 	Barang siapa


	2. 	Yang kawin ( mengadakan perkawinan );


	3. 	Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi 	halangan yang sah baginya untuk kawin lagi.





-	Unsur “Barang siapa” menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal ini Terdakwa Dr. Sonny.





-	Unsur ke 2 mengadakan perkawinan.


	Menurut pasal 1 dan 2 UU No. 1 ? tahun 1974, perkawinan dianggap sah jika :


	1.	dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing ;


	2.	tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 	yang berlaku.


	Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, disamping menyangkut unsur jasmani, rohani, individu dan keluarga, juga menyangkut urusan Negara.  Hukum Agama menjadi landasan utama dan pertama dalam menentukan sah / tidaknya suatu perkawinan.





-	Terdakwa menganggap perkawinannya dengan Mirajati belum sah, karena meskipun telah melangsungkan perkawinan dihadapan Catatan Sipil Ujung Pandang tanggal 11 Agustus 1987, dengan Akte Perkawinan No. 214/B/SC/1987 tetapi pemberkatan di gereja Katholik belum dilakukan, sedangkan Majelis berpendapat bahwa Akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil yang merupakan persyaratan Administrasi adalah alat bukti perkawinan antara terdakwa dengan Mirajati.  Dengan demikian terbukti bahwa terdakwa dalam status kawin.





-	Dalam status tersebut terdakwa melakukan perkawinan yang baru dengan Lusiana tanggal 3 Juni 1989, dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kodya Samarinda dengan 2 orang saksi,  seperti tercatat dalam Akte Perkawinan No. 29/1989.  Keduanya tinggal serumah layaknya suami istri.  Fakta ini membuktikan unsur ke 2 ini terpenuhi.





-	Unsur : mengetahui perkawinannya telah menjadi penghalang yang sah untuk itu.  Mengetahui artinya kesadaran tentang arti dan makna perbuatan yang dilakukan dan akibat yang menyertainya.





-	Perkawinan yang telah dilakukan Terdakwa menjadi penghalang, karena bagi WNI keturunan cina, menurut penjelasan pasal 2 e UU. No. 1/tahun 1974, berlaku ketentuan KUH Perdata (B.W).


	Bahwa adanya satu perkawinan, sudah merupakan penghalang untuk mengadakan perkawinan lagi.  Ini berlaku bagi orang Indonesia, Tionghoa yang beragama Nasrani.  Azas ini dianut pula oleh Pasal 3 (1) UU. No. 1 / tahun 1974.





-	Terdakwa sebagai pemeluk Agama Katholik, mengetahui adanya larangan untuk beristri lebih dari seorang.  Mengetahui  larangan itu Terdakwa mengingkari perkawinan sahnya dengan Mirajati, agar dapat menikah dengan Lusiana.  Tanpa mengingkari statusnya, Terdakwa mengetahui akibat perkawinannya dengan Lusiana yang akan ditolak oleh Catatan Sipil Kodya Samarinda.  Dari uraian ini maka unsur ketiga terbukti secara sah menurut hukum.





-	Terpenuhinya unsur-unsur tersebut dimuka, membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana Poligami yang tersebut dalam dakwaan ke satu.





-	Karena dakwaan disusun secara Komulatif, maka selanjutnya akan diteliti apakah Terdakwa terbukti melakukan pidana sebagaiman tercantum dalam Dakwaan kedua Primair, pasal 266 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur :


	1.	Barang siapa, dengan hal ini, subjek / manusia, yakni Sonny;


	2.	Menyuruh memasukkan keterangan palsu  kedalam Akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;


	3.	Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu, seolah-olah keterangannya benar;


	4.	Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.





-	Unsur ke 1 : Barang siapa, dengan hal ini, adalah subjek manusia yakni Sonny.





-	Unsur ke 2; Terdakwa menyuruh petugas Catatan Sipil mengisi blangko model II, dengan Status “belum kawin”, untuk melengkapi persyaratan pencatatan perkawinan Terdakwa dengan Lusiana, sedangkan hal itu, bertentangan dengan fakta, Sonny masih terikat perkawinan dengan Mirajati, sebagaimana akte perkawinan no. 214/B/SC/1987, sehingga unsur ini terbukti secara sah menurut terdakwa.





-	Unsur ke 3 : Akte Perkawinan No. 29/1989 dari terdakwa dan Lusiana dipakai oleh Terdakwa seolah-olah Lusiana adalah istri Terdakwa satu-satunya.  Akte itu juga digunakan Terdakwa untuk lampiran pengisian daftar keluarga di tempat dinasnya, sehingga unsur ini pun terbukti.





-	Unsur ke 4: Akte Perkawinan No. 2/1989 dari Terdakwa dengan Lusiana yang digunakan untuk pengisian daftar keluarga di tempat dinas Terdakwa, mengakibatkan kerugian hak bagi Mirajati sebagai istri sah dari Terdakwa.  Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah.





-	Uraian-uraian dimuka membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Primair.  Oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.





-	Akhirnya hakim Pertama menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut :





MENGADILI :





-	Menyatakan Terdakwa Dr. Sonny Gozal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:


	“Mengadakan perkawinan, sedang diketahui, bahwa perkawinanya yang sudah ada, menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi”.  Dan “


	Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu Akte Otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu”.





-	Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.





-	Memerintahkan bahwa pidana itu tidak usah dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ia melakukan tindakan pidana lain sebelum masa percobaan 6 bulan habis.





-	dan seterusnya, ……… dst, …….. dst, ……





PENGADILAN TINGGI :





-	Jaksa Penuntut Umum menolak putusan hakim pertama dan mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Kaltim.





-	Hakim Banding  setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan pendirian sebagai berikut:





-	Hakim pertama berpendapat mengenai perkara pidana pada dasarnya putusan hakim pertama a’quo telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi.  Hanya amarnya mengenai hukuman yang dijatuhkan menurut Hakim banding, masih kurang tepat, karena masih kurang mencerminkan rasa keadilan.  Putusan Pengadilan Negeri selebihnya dikuatkan dalam amarnya putusan sebagai berikut :





MENGADILI :





-	Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum.


-	Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:


-	Menyatakan Terdakwa Dr. Sonny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Mengadakan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.  Dan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.


-	Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan.


-	dst,…..dst,…..dst,





MAHKAMAH AGUNG :





*	Sonny, Terdakwa, dalam perkara ini, menolak putusan Pengadilan Tinggi.  Dan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI.


*	Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya adalah:


1.	Pengadilan Tinggi Kaltim telah salah menilai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Samarinda, yang sudah memenuhi rasa keadilan.





2.	Pengadilan Tinggi Samarinda telah dapat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, tetapi Pengadilan Tinggi Kaltim merubahnya menjadi 6 bulan penjara potong tahanan, tanpa pertimbangan dan alasan yang sah / dasar hukumnya.





3.	Terdakwa sebelumnya memang pernah menikah dengan Dr. Mirajati, tetapi tidak pernah serumah dengan Dr. Mirajati, seperti yang dimaksudkan oleh UU No. 1/tahun 1974, sehingga belum dipandang sebagai suatu perkawinan.  Perkawinan tersebut juga belum diberkati di Gereja Katholik menurut Agamanya.





4.	Pada saat pemeriksaan hanya ada satu saksi yang memberatkan yaitu Dr. Mirajati, menurut pasal 185 ayat 2 KUHP keterangan satu orang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.  Ketentuan ini, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 298 K/Pid/1982 yang isinya sama dengan pasal 183 jo. 181 KUHP.





*	Terlepas dari keberatan-keberatan kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa menurut pasal 2 (1) UU No. 1/tahun 1974 perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum agama.  Ini berarti harus ada acara perkawinan menurut agama lebih dahulu, sebelum didaftarkan di catatan sipil.





*	Berdasarkan fakta di sidang, ternyata belum pernah diadakan upacara perkawinan menurut agama kedua mempelai maka harus dinyatakan tidak ada perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Dr. Mirajati maupun dengan Lusiana.





*	Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, Kedua Primair, Subsidair, dan lebih Subsidair, kepada Terdakwa, tidak terpenuhi.  Oleh karena itu tidak terbukti, secara sah dan meyakinkan, perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa, maka Terdakwa, maka Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.





*	Dengan pendirian yang demikian, Mahkamah Agung RI akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :





Mengadili :





-	Mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa;


-	Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kaltim No. 03/Pid-S/1990/PT.KT. dan putusan pengadilan Negeri Samarinda No. 16/Pid.S/1990/PN.sinda.





Mengadili sendiri :





-	Menyatakan Terdakwa, Dr. Sonny Gazal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, kedua Primair, Subsidair, dan lebih subsidair.


-	Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut.


-	dst …………….dst …………….dst.





CATATAN :





Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut :


Berdasarkan atas Ketentuan pasal 2 (1) dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan itu dilangsungkan menurut Hukum Agama dari calon mempelai, hal ini mengandung arti bahwa perkawinan itu harus ada acara perkawinan menurut agama terlebih dulu sebelum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.  Bilamana terjadi fakta belum pernah diadakan upacara perkawinan menurut Agama yang dianut oleh kedua mempelai, meskipun sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan telah diterbitkan "Akta Perkawinan", maka menurut hukum harus dinyatakan belum/tidak ada perkawinan yang sah.


Demikian catatan atas kasus ini.








									(Ali Boediarto)








Pengadilan Negeri di Samarinda.
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